SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,

PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Biaya
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil
Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2022 maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Biaya
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,
Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Non Aparatur Sipil
Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah



Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan:

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
658);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022
tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Dan
Personil Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK
TETAP, DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasall

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022
tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai
Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 1) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4)
sehingga berbunyi sebagai berikut:



(3)

(4)

Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang
mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas,
agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan
untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah, dan biaya angkutan
jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan SKPD lain dalam kegiatan,
Pembiayaan dapat dibebankan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 26 Oktober 2022
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008 H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 114



